PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ....... TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2025-2029, Kementerian/Lembaga wajib
menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Yudisial tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun
2025-2029;

. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



Menetapkan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi
Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1365);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian /Lembaga Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG RENCANA

STRATEGIS KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan pertama (RPJMN I) dari
RPJPN 2025-2045, yakni tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-
2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah
dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk
periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan
tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan
Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Komisi Yudisial adalah Lembaga Tinggi Negara yang
bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, serta
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
Tujuan adalah penjabaran Visi yang dilengkapi dengan
rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam
rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
Kebijakan Komisi Yudisial adalah penjabaran urusan
pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai
dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya
mencerminkan  bidang urusan tertentu  dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Komisi
Yudisial, berisi satu atau beberapa upaya untuk
mencapai sasaran strategis penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan indikator



10.

11.
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kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi,
serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Pemerintah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
Program Komisi Yudisial adalah penjabaran Kebijakan
Komisi Yudisial yang dilaksanakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya.
Kegiatan Komisi Yudisial adalah nomenklatur yang
menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja
Komisi Yudisial untuk menunjang Program yang telah
ditentukan.

BAB II
RENSTRA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029

Pasal 2
Komisi Yudisial menyusun Renstra Komisi Yudisial
Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMN.
Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 memuat Visi,
Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi
Yudisial yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN
Tahun 2025-2029.
Renstra Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)disusun dalam bentuk:
a. dokumen; dan
b. data dan informasi.
Sistematika penulisan dan muatan dokumen Renstra
Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi Yudisial ini.
Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen Renstra Komisi Yudisial
Tahun 2025-2029 dan  dituangkan dalam Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRA KL.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku,
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...... Juni 2025

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR .....



